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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

s
A SEKRETARIAT DAERAH
L “t“'::::P : JI. Raja Uaji Fisabilillah No.1 Pasir Peti email : setda@anambaskab.go.id
' ) TAREMPA
Kode Pos : 29791
Tarempa, 23 Februari 2022
Kepada Yth.
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan
Anambas
di -
Tarempa
SURAT PENGANTAR
NOMOR : 04 /Setda.Org.060.04/02.2022
NO | Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan ]
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Kedudukan, Susunan Kedudukan, Susunan |
i Organisasi, Tugas dan Organisasi, Tugas dan |
Fungsi Serta Tata Kerja Fungsi Serta Tata Kerja |
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Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakvat dan ,
| Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman |
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diucapkan terima kasih.
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a.n BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,
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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR %% TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 39
Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1987);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Bidang
Pemerintahaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1604);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan  Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat Daerab Kabupaten  Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulavan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulavuan Anambas Homeor 53)
sebagnimana telah diubah  dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomeor 5 Tahun 2071
tentang Perubnhan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor £5);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga:
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemernntahan vang
menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas.
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5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang
selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kepulauan Anambas.

6. Kepala DPUPRPRKP adalah Kepala DPUPRPRKP
Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian

dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2
(1) DPUPRPRKP berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) DPUPRPRKP dipimpin oleh Kepala DPUPRPRKP.

Pasal 3
DPUPRPRKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan
pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, DPUPRPRKP mempunyai fungsi:
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(1)

(2)

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan
pertanahan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan DPUPRPRKP,
koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
pengelolaan barang milik Daerah;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
DPUPRPRKP; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5
Susunan Organisasi DPUPRPRKP, terdiri atas:
sekretariat;

a
b. bidang sumber daya air;

c. bidang bina marga;

d. bidang cipta karya;

e. bidang perumahan dan kawasan permukiman;

f. bidang tata ruang, jasa konstruksi dan

pertanahan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAL NI
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DPUPRPRKP.

(2) Sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7
Sekretariat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

DPUPRPRKP.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran DPUPRPRKP;

b. koordinasi kegiatan DPUPRPRKP;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi DPUPRPRKP;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana,

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan
layanan pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DPUPRPRKP.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9
Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Subbagian.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

a. melaksanakan reformasi birckrasi internal
DPUPRPRKP;

b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan,
publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;

¢. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan
DPUPRPRKP;

d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas
elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar,
penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen
administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan
kearsipan dan perpustakaan;

e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi
informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi,

dan pengelolaan data dan dukungan teknologi

informasi,
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(2)

menylapkan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana
pendidikan  dan  pelatihan, pengembangan karier,
pengembangan sistem merit, pengembangan
kompetensi, pengelolaan  administras: kepegawalan
Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional,
manajemen talenta, pelaksanaan penilaian  kinena,
pembinaan disiplin serta penghargaan dan pembenan
sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian,
pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan
kesejahteraan lainnya;

menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi
surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga,
perlengkapan, pengelolaan asct barang milik Daerah
dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan
DPUPRPRKP;

memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan
keamanan ruang kerja di lingkungan DPUPRPRKP;
melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12
Bidang Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DPUPRPRKP.
Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 13
Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang sumber daya air.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan i
bidang sumber daya air;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang sumber daya air;

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang
sumber daya air; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DPUPRPRKP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15
Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
BIDANG BINA MARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16
(1) Bidang Bina Marga berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DPUPRPRKP.
(2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
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Pasal 17
Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan
serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang bina marga.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi.

a. perumusan kebijakan di bidang bina marga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang bina marga;

¢ pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan i
bidang bina marga;

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang bina
marga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DPUPRPRKP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19
Susunan Organisasi Bidang Bina Marga, terdin atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
BIDANG CIPTA KARYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20
(1) Bidang Cipta Karya berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DPUPRPRKP.
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(2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21
Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan
serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang cipta karya.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang cipta karya;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang cipta karya,

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang cipta
karya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
DPUPRPRKP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23
Susunan Orpanisasi Bidang Cipta Karya, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24
(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DPUPRPRKP.
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(2) Bidang Perumahan dan  Kawasan  Permulaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Bidang,

asal 25
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 24,  mempunyai  tugas
menyelenggarakan perumusan kebjakan serta koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebyakan  di bidang

perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di  bidang
perumahan dan kawasan permukiman; dan

e. pelaksanaan fungsi lamn vang diberikan oleh Kepala

DPUPRPRKP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 27

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB VIII
BIDANG TATA RUANG, JASA KONSTRUKSI DAN
PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28
(1) Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pertanahan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DPUPRPRKP.
(2) Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi d
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

an Pertanahan

Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pertanahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata

ruang, jasa konstruksi dan pertanahan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan

Pertanahan mempunyai fungsi:

a. perumusan keoyakan di bidang tata ruang, jasa

konstruksi dan pertanahan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang tata ruang, jasa konstruksi dan pertanahan;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang tata ruang, jasa konstruksi dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang tata
ruang, jasa konstruksi dan pertanahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

DPUPRPRKP.
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Bapian Kedua

Susunan Orpaninas

Pasal 31
Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang, Jasa Konstrukst
dan Pertanahan, terdiri atas’
a.  Seksi Pertanahan; dan

b, Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32
(1) Scksi Pertanahan berkedudukan  di hawah dan
bertanggung, jawab kepada Kepala Bidang Tata Puang,
Jasa Konstruksi dan Pertanahan.
(2) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dipimpin oleh Kepala Seks

asal 33

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan

serta melaporan program kegiatan Seksi Pertanahan.

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait
dengan pemberian izin lokasi;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait
denpan fasilitasi penvelesaian sengketa tanah garapan:

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait
dengan penyelesaian masalah gant Kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait
dengan penetapan subyek dan obvek redistribust tanah
serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee,

f.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait
dengan penetapan tanah ulavat;

g, menyiapkan bahan perumusan kebijjakan terkait

dengan penyelesaian masalah tanah kosong;
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h m :
' enyia P .
viapkan bahan perumusan kebijakan terkait

den i ardaaal
gan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,

i. " " .
menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait

dengan penerbitan membuka tanah;
J. menyiapkan  bahan perumusan kebyakan teerhant

aan tanah;

dengan perencanaan, pemanfaatan, penguas
rkait

k. menyiapkan bahan fasilitasi penetapanan Jokasi te

tanah untuk kepentingan umum
an perencanaan pen
kawasan

gpunaan tanah

. menyiapkan bah
strategis

yang  hamparannya pada

pemerintahan;

sanakan pemantauan, evaluasi, dan

m. melak analisis,

pelaporan seksi pertanahan; dan

asan lain yang diberikan

melaksanakan tugas kedin

oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

masing unit kerja di lingkungan DPUPRPRKP

pada masing-
al sesuai dengan kebutuhan

ditetapkan jabatan fungsion

ya dilakukan sesuai dengan ketentuan

vang pelaksanaann
peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana
fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.
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Pasal 38

Kepala DPUPRPRKP menyampaikan laporan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan

an umum dan tata

urusan pemerintahan di bidang pekerja
an serta

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukim

pertanahan.

Pasal 39

peta jabatan

(1) DPUPRPRKP wajib ~ menyusun

atan, analisis beban kerja, dan

berdasarkan analisis jab
p seluruh jabatan.
as sebagai penjabaran

tata kerja

uraian tugas terhada
ai uraian tug

(2) Ketentuan mengen
serta penjabaran

tugas dan fungsi

selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40
DPUPRPRKP dalam

menerapkan prinsip

unit organisasi

Setiap  unsur di lingkungan

melaksanakan tugasnya harus

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar

n dalam hubungan antar perangkat daerah.

maupu

Pasal 41
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPUPRPRKP

harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah

di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan

perencanaarn, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang

terintegrasi.

Pasal 42
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPUPRPRKP
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, jabatan dan

pejabat yang memangku jabatan perdasarkan

ulauan Anambas Nomor 52

Peraturan Bupati Kep
sasi,

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Berita
Daecrah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016
Nomor 253) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

ulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Kep
Tugas Dan Fungsi

Kedudukan, Susunan Organisasi,

Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor

an tugas dan fungsinya sampai

485) tetap melaksanak

dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan

Bupati ini.
at Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati

Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang
s dan Fungsi

Pada sa semua

peraturan pelaksanaan dari

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga

Serta Tata Kerja Dinas Daerah Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor

253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 485)
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan

diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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2

3) Dal: '
) lam hal penpanghkatan dan  pelantiban jabatan

administrasi ke dalam jabatan fungsional bl

dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang, nemangiu
berdasarkan Peraturafl

H7 Tahun 20160

ant, Tupas fan

jabatan tetap berpedoman
Bupati Kepulauan Anambas Nomor

tentang Kedudukan, Susunan Orpame
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Berita [yarrah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Homor
253) sebagaimana telah diubah denpan Peraturan
79 Tahun 2019

Bupati Kepulauan Anambas Nomor

Tentang Perubahan Atas Peraturan B

un 2016 tentang Ke

upati Kepulauarn
Anambas Nomor 52 Tah dudulan,
1, Tuga
(Berita [Jaerah
9 Nomor 485) sampal

o Dan Fungs Serta Tata

Susunan Organisas
Kabupatern

Kerja Dinas Daerah

n Anambas Tahun 201
sarkan

Kepulaua
fungsional berdas

dengan dilantiknya pejabat

Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

ati in1 berlaku, Peraturan Bupat

Tahun 2016 tentang

Pada saat Peraturan Bup
Kepulauan Anambas Nomor 52

Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan Fungs! Serta

Tata Kerja Dinas Daerah Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Dacrah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 485); dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 50
Per ! o
aturan Bupati ini mulal berlaku pada 1anggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintzhkan
nempatanni2

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p*

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan / nambas.

d; Taremp2

Ditetapkan
31 Desember 2021

pada tan gzal

BUPATI eRUl AUAN A.‘-‘A!.fa.—‘-.s.
7y P_A

Diundangkan di Tarempa
Desember 2021

pada tanggal /!

ABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

wr Folrd 8
.'.O?\ oo

LAUAN ANAMBAS TAKUN 2021 NO
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